
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang 
Protol<oler (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3363), 

1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang 
Pembentukan Daerah-Oaerah Kabupaten Da!am 
llngkungan Propinsi Jawa Baral (Be<ita Negara 
Tahun 1950); 

Menin9ingat 

c bahwa atas dasar pertimbangan sebaga1mana dimaksud 
paoa huruf a di atas, maka perubahan dan 
penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan 
Peraturan Bupati. 

- 

a. bahwa Pelunjuk Pelaksanaan Peraturan Oaerah Non,or 3 
Tahun 2006 tentan9 Perubahan Atas Peraturan Oaerah 
Nomor 8 Tahun 2004 tenlang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Peiwaknan 
Rakyat Oaerah terakhir diubah dengan Peraluran Oaerah 
Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang 
Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan yang semula 
diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. A Tahun 
2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009. perlu 
ditinjau dan disesuaikan kembali: 

Menimban9 

BUPATI BEKASI 

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETVNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENT ANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN R.AKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 32 TAHUN 2010 

SERI: NOMOR: 

ocn,,,. u,u:n"n IV\DUl"'R I t:.N t:11:.1\A::,1 



10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahon 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahon 2001 tentang 
Pembioaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan 
Pemennlahan Daerah (lembaran Negara Repub~l< 
Indonesia Tahon 2001 Nomor 41. Tambahan lembaran 
Negara Nomor 4090): 

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

- 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437). sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaralan Rakyat. Dewan 
Perwakilan Rakya~ Dewan Perwakifan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4310); 

3. Undaog-Undang Nomor 1i Tahtm 2003 ternaog Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republil< lndonesla 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 



16 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
daf' Anggota Dewan Perwalolan Rakyat Oaerah 
(lembaran Daerah Kabopaten Bekasi Nomor 3 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 
tentang Perjalanan Oinas Jabatan Oalam Negeri bagi 
Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sopil dan Pegawai Tldak 
tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 7 IPMK.0512008 tentang Perubahan 
Alas Peraturan Menten Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 
tentang Perjalanan Oinas Jabatan Oalam Negeri bagi 
Peiabat Negara, Pegawai Negeri Sopil dan Pegawai lidalt 
fetal) 

14.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Oaerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional; 

13.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standansas, Sarana dan Prasarana Keoja 
Pemerintahan Oaerah ; 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Peml:>agian Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah. 
Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah 
Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2004 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4417); 

Anggota Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah sebaga.mana 
telah diubah bga kah terakhir dengan Peratwan 
Pemerintah Nomor 21 Tamm 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoku dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwak~an Rakyat Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara N0010r 4712), 



(5) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan 

(6) Tunjangan pe,unahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan 
datam bentulc uang dan d,bayarkan setiap bulan telhitung mulai tanggal 
pengucapa" ~ji. 

Pasal 4 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 
Nomor 2 seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

' Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 
Peraturan Bupati Nomor 3 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 3 Tahun 2006, diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan dalam Bab II Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6) dan 
ayat (7) baru, seh1ngga berbunyi sebagai benkut: 

Pasal 1 

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Daerah Kabupalen Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah T ahun 2009 Nomor 7) 

Tahun 2007). sebagaanana telah dwbah bellerapa kaJi 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 
ten!ang Perubahan Kedua Atas Peraturan Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentan9 
Kedudukan Pro!Okoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah {Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007): 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nonior 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2); 



e Pef]alanan dinas keluar daerah yang memertukan waktu teb,h dari 
6 J3lll darvatau menurut banyaknya hari digunakan untuk 
melal<sanal!an perjalanan d1nas dibenkan uang harian. 
bsaya penginapan dan uang representasif peqalanan dinas. 
sebaga, ben'<ut 

No. Uratan Jabatan Jenis dan Kelas Angkutan 
Pesawat Udara Kereta Api I Kapal Laut 

1 Unsur Pimpinan Bisnis Eksekutif Kelas I A 

2 Anggota Ekonomi Eksekutif Kelas IA 

- • 

d. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan mode 
tranportasi disesuascan dengan tarip yang berlaku dengan nncian 
sebagai berikut: 

c. Wilayah Jawa Baral dan Propinsi Banten selain huruf b di atas 
ditetapkan Rp 800.000,· 

b. Wtlayah OKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan 
Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp 700.000.-/hari 

a.2. Untuk perjalanan Omas dalam daerah Kabupaten Bekasi kecuali 
untuk Kecamatan Tarumajaya. Kecamatan Babelan. 
Kecamatan Muargembong. Kecamatan Cabangbungin dan 
Kecamatan Sukawangi ditetapkan Rp 300.000.-/hari. 

(4) Perjatanan Oinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRO ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Peljalanan Oinas Dalam Oaerah 
a.t. Untuk perjalanan Oinas dalam daerah Kabupaten Bekasi 

(Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang) ditetapkan 
Rp 250.000,-/hari; 

Pasal8 

2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (4) diubah. sehingga berbunyi sebaga, 
berikut: 

: Rp 8.500.000.· 

· Rp 9.500.000,­ 
: Rp 9.000.000.· b. Wakil Ketua DPRD 

c. Anggota DPRD 

(7) Besaran tunjangan perumahan sebagalmana <fmaksud dalam ayat (5 
adalah sebagai berikut. 

a. Ketua DPRD 



SERITA DAERAH KABIJPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR .J 

I e-. 
H. OAOAHG &UlYADI 

Oiundangltan dt Cikarang Pus.it 
Pada tanggaJ • 3 

~.f SEKRETARJS OAERAM KABUPATEN BEKASl;,i 

H. SA'DUDOIN 

ltd 

• - BUPATI BEKASI • 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal : 13 Oesember 2010 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatl<annya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

Pasal II 

No Uraian Jabatan Kelas F asilijas Hotel Keterangan 

1. Unsur Pimpinan B Bintang 4 Deluxe 

2. Anggota B Bintang4 Standard 

biaya penginapan luar Propinsi .Jawe Barat d.s&Suaikan 
dengan tarip yang berlaku di wilayah tersebut dengan 
peruntukan: 

e.2. Biaya penginapan 
- biaya penginapan dalam Propinsi Jawa Baral dan Banten 

ditetapkan Rp 750.000,·lhari; 

e 1 Vang harian dan uang representas, perjalanan dinas dJteiapkan 
sebesar Rp 850.000.-lhan dengan nncrarr 
- uang harian : Rp 750.000.- 
- uang representatif . Rp 100.000.- 



2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang 
f'roloko,er (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tanun 1987 Nomor 4J, Tambahan Lembaran Negara 
N<mor 3363). 

ten tang 
Oalam 

Negara 

1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pembentukan Oaerah-Daerah Kabupaten 
Lmgkungan Prop,nsi Jawa Baral (Be,ita 
Tahun 1950). 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas. maka perubahan dan 
penyesuaiannya tersebut periu ditetapkan kembali dengan 
Peraturan Bupati. 

a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah NOlllOr 3 
T ahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah 
Nomor 8 T ahun 2004 tenlang Kedlldukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Oaerah 
Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang 
Perjalanan Oinas dan Tunjangan Perumahan yang semula 
diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. A Tahun 
2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Nomor 8 T ahun 2009, pertu 
ditinjau dan disesuaikan kembali: 

BUPATI BEKASI 

Mening,ngat 

- 

Menimbang 

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

NOMOR 32 TAHUN 2010 

PERATURAN SUPATI BEKASI 

(8upati <Be(asi 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubrrk 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran 
Negara Nomor 4090): 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan lembaran 
Negara Nomor 4438): 

- • 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Repubhl< 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nooior 4437), sebagamana 
lelah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nooior 12 Tahun Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang 
Pembentukan Peraluran Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. 
Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355), 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 lentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan 
Peiwakilan Rakyat. Dewan Perwalolan Rakyat Oaerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4310); 

3 Undang-Undang Nomo< 17 Tahtm 2003 ientang Ke"3ngan 
Negara (lembaran Negara Repubf k lndones,a 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 4286); 



15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK 0512007 
tentang Perjalanan Oinas Jabatan Dalam Negeri bag, 
Peiabat Negara, Pegawa, Negeri Sipll dan Pegawai Tidak 
tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 7 /PMK.0512008 tentang Perubahan 
Atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.0512007 
teotang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 
Peiabat Negara. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak 
tetap : 

• 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Oaerah, 
Penganggaran clan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang OperasionaJ Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasionat: 

- 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah : 

12.Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemermtahan Daerah 
Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 4 737 ) : 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91. Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 4417). 

10 Peraturan Pemerinfah NOOlOf 24 Tahun 2004 ientang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmpman dan 
Anggota Dewan Perwakdan Rakyat Oaerah sebagaimana 
telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubat>an 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor47. Tambahan Lembaran Negara Nomor4712): 



(5) P,mp,nan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupali Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 
tentang Petunjuk Petaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nornor 3 
Tanun 2006 ten!ang P~rubahan Alas Peraloran Oaerah Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Oaerah Kabupaten BekaSI Tahun 2006 
Nomor 2 seri A) sebaga,mana telah beberapa kali diubah teraktnr dengan 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahon 2009 tentang Perubahan Ketiga 
Pecaturan Bupab Nomor 3. A Tahun 2006 tentang Petun1uk Petaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006. diubah sebagai 
berikut 

1. Ketentuan dalam Bab II Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6) dan 
ayat m baru. sehmgga berbunyi sebagai berikut. 

Pasal 4 

• 

Pasal I 

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEt<ASI 
NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN OAERAH KABUPATEN 
BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

18.Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupalen Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7). 

17. Peratoran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 T ahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 
(Lembaran Oaerah Tahun 2007 Nomor 2); 

16 Peraruran Oaerah Kabopaten Bekas, Nonior 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Ptotol<oler dan Keuangan Pimpinan 
dan A~ota Dewan Pe,wakilan Rakyat Oaerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 
Tahun 2007). sebagaimana telah diubah bebe<apa kali 

terakhir dengan Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahon 2007 
tentang Perubahan Kedoa Alas Peraloran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahon 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpiflan dan 
Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007); 



e Pel)a6anan d,nas keluar daerah yang memerlukan waktu lebill dari 
6 iam <lan/atau menurul banyaknya han digunakan untuk 
~ perjalanan dinas diberikan uang harian. 
blaya oeng,napan dan uang representasif perialanan dinas, 
~oenkul- 

No I Uraian Jabatan Jenis dan Kelas Angku1an 

Pesawat Udara Kereta Api Kapa! Laut 

1 Unsur Pimpman I Bisnis Eksekutif Kelas I A 

' 2 Anggota Ekonomi I Eksekutif Kefas IA I I 

• d. Oalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan mode 
tranportasi' disesuaikan dengan tarip yang ber1aku dengan rinc,an 
sebagai berikut: 

- 

c. \Nilayah Jawa Barat dan Propinsi Banten selain huruf b di atas 
ditetapkan Rp 800.000.· 

b. Wilayah OKI Jakarta, Kola Depok, Kabupaten Bogor. Kota Bogor dan 
Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp 700.000,./hari 

a.2. Untuk perjalanan Oinas dalam daerah Kabupaten Bekasl kecuali 
untuk Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan. 
Kecamatan Muargembong. Kecamatan Cabangbung,n dan 
Kecamatan Sukawangi drtetapkan Rp 300.000 • ./han. 

(4) Perjalanan Omas bagi Pimpinan dan Anggota OPRD dllelapkall seoaga, 
berikut: 

a. Perjalanan Dinas Dalam Oaerah 
a.1 Untuk perjalanan Dmas dalam daerah Kat>upa.= Bei<aSI 

(Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang) drtetapkan 
Rp 250.000,-/hari: 

PasaJS 

2. Ketentuan dalam Bab JV Pasal S ayat (4) diubah. sehingga berouny, sebagai 
berikut: 

(6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtDenkan 
dalam bentuk uang dan dibayar1<an senap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 

(7) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana d,maksud dalam ayat (5). 
adalah sebagai benkut: 

a. Ketua OPRD : Rp 9.500.000,· 
b. Wakil Ketua OPRO : Rp 9.000.000.· 
c. Anggota DPRD : Rp 8.500.000,· 



IN 

KASI 

Oitetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 13 oese11h.!r 2C10 • 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Oaerah Kabupaten 
Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

Pasaf II 

No Uraian Jabatan Ke las Fasilitas Hotel Keterangan 

,. Unsur Pimpinan B Bintal'lg 4 Deluxe 

2. Anggota B Bintang 4 Standard 
• 

biaya penginapan fuar Propinsi Jawa Baral disesuaikan 
dengan tarip yang berlaku d, wilayah tersebut dengan 
peruntukan: 

e.2 Biaya penginapar, 
· bJaya pengrnapan dalam Propinsi Jawa Bann dan Banten 

drtetapkan Rp 750.000,./hari; 

e 1 Uang ha.-.an aan <ia<>;; = ~n 0"1i!s<lllelapjlan 
sebesar Rp S5u ODO -Iha- cle"'93fl moan 
• uang hata, Rf> -50 000 - 
• tJar,g ~- Rp 100000 • 


